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ASPEK HU.KUM PENY ALAHGUNAAN SENJAT A API 
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DITINJAU DARI 

UNDANG- UNDANG NO. 2 T AHUN 2002 
TENT ANG K.EPOLISIAN 

(STUDI KASUS POL T ABES MS) 

OLEO 
NATAL SITORUS 

ABSTRAKSI 

Sebagai negara bukum yang mempwiyai perangkat hukwn yang saJah satunya 
adalah pihalc kepolisian sebagai penegalc bukum, bal ini dikarenakan pihak kepolisian 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim bukum. 

Kepolisian sebagai bagian integral pemerintahan suatu negara, mempunyal 
fungsi dalam penegakan hukum dalam suatu wilayah negara Kesatuan Republik 
Indonesia yen begitu luas, dan ini bukan hanya sekedar aspek refresif dalam 
kaitannya dengan proses penegakan hukwn pidana. 

Dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam penegakan bukum pihak 
kepolisian dibelcali dan diperlengkapi deogan persenjataan yang lengkap yang lebih 
dikenal dengan senjata api. Namun dalam bal kepemilikan senjata api oleh anggota 
kepolisian tidak semua anggota kepolisian dipersenjatai dengan seojata api 
dikarenakan senjata api diberikan berdasarkan kepangkatan dari anggota kepolisian 
tersebut. 

Tetapi dalam kurun waktu terakhir ini, banyak terjadi penyalahgunaan senjata 
api oleh anggota kepolisian, dan hal ini secara tidak langsung memberikan pandangan 
oegatif dari masyaralcat. Dengan banyaknya penyalahgunaan senjata api oleh aogota 
kepolisian akan berkenaan dengan pelanggaran disiplin. 

Dan sebagai suatu pelanggaran oleh anggot.a kepolisian akan diatur dalam 
Uodang Undang No. 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Republik lodonesia, pada 
pasaJ 27 ayat I "untuk membina persatuan dan kesatuan serta menigkatkan semangat 
kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota kepolisian Negara Republik 
Indonesia", akan tetapi bal ini lebih lanjut dijelaskan dalam PP No. I Tahun 2003 
Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian yang terdapat dalam pasaJ 11, serta PP 
No. 2 Tahun 2003, Tentang Disiplin Polri, serta PP No. 3 Tahun 2003, Tentang 
Pelaksanaaan Teknis lnstitusiooal Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

mengaruniakan kesehat.an dan kclapangan berfikir kepada penulis sehingga akhimya 

tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. 

Adapun judul skripsi penulis "ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN 

SENJATA API OLEB ANGGOTA KEPOLISIAN DI TINJAU DARI UNDANG 

- UNDANG NO. 2 TABUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN (STUDI KASUS 

POLTABES MS)" penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan 

dalam mencapai gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Medan Area 

bidang hukum kepidanaan. 

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari 

berbagai pihak., maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar - besarnya kepada : 

- Bapak Syafaruddin, S.11 M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Univenitas 

Medan Area sekaligus doseo pemhimbing II penulis 

- Ibu Elvi Zahara, S.H, M.Hum sebagai Ketua Bidang Kepidanaan sekaligus 

sebagai ketua panitia seminar penulis 

- Bapak suhatriw S.H, M.H sebagai dosen pembimbing I penul is 

- Bapak Muazzul S.H M.Hwn sebagai sekrctaris panitia seminar penulis 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



- Bapak Kombespol Bambang Sukamto, SH, M.Hum sebagai Kap<>ltabes Medan, 

beserta seluruh jajaran dan staff di Poltabes Medan, yang membantu penulis 

mendapatkan seluruh data guna kelengkapan skripsi penulis. 

- Bapak dan ibu dosen serta semua staff administraSi di fakultas bukum Universitas 

Medan Area 

- Kepada ayahanda OR. Sitorus dan ibunda R. Manurung dan segenap keluarga 

besar yang penulis bormati, sayangi. dan cintai, penulis ucapkan terima kasih 

yang tidak terhingga atas doa dan dukungan yang telab di berikan kepada penulis 

selama ini dan khususnya pada saat penulisan skripsi. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan 

kesilapan dari penulis, namun penulis tetap mempunyai harapan yong sangat besar 

semoga tulisan ilmiab berupa skripsi ini bennanfaat bagi siapa saja yang membaca, 

lebib dari itu penulis mobon maaf atas semuanya dan terakhir kepada Tuhan Yang 

Maha Esa penulis mobon ampun dan kepada semuanya mobon maaf. 

Medan, Juni2008 

Penulis 

NAT AL SITORUS 

ii UNIVERSITAS MEDAN AREA



DAFTARISI 

HALAMAN 

KATA PENGANTAR ..................................................................................... . 

ABSTRAKSI...................................................................................................... iii 

DAFT' AR ISi ........................ .......... .................................................... ................ iv 

BAB I PENDAHULUAN .................... ....................................................... I 

A. Pengertian dan Peoegasan J uduJ .. ... ..... .. ............ ... ........ ....... .. .. .. 3 

B. Alasan Pemilihan Judul............................................................... 5 

C. Permasalahan............................................................................... 6 

D. Hip0tesa....................................................................................... 6 

E. Tujuan Penulisan ........ ................................................................. 7 

F. Metode Pengumpulan Data ...... .................................................. 8 

G. Sistimatika PenuJisan ...................... .......................................... 9 

BAB II TINJAUAN UMUM TENT ANG SENJATA API........................ 11 

A. Pengertian Senjata Api .................. .................. ........................... 11 

B. Jenis - Jenis Senjata Api ...... ..... ...... ..................................... ...... 12 

C. Pibak yang Berhak Memiliki Senjata Api .................................. 14 

D. Syarat - Syarat Kepemilikan Senjata Api .................................. 17 

E. Jenis Pelanggaran Sesuai Dengan Peraturan tetap ...................... 19 

iv UNIVERSITAS MEDAN AREA



BAB Ill TINJAUAN UMUM TENT ANG KEPOLISIAN ............. ........... 22 

A. Pengertian Kepolisian ................................................................ 22 

B. Tugas dan Fungsi Kepolisian .................................................... 23 

C. Kewenangan Kepolisian dan Penegakan Hukum ....................... 28 

D. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Senjata Api .......................... 33 

BAB IV PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH 

ANGGOTA KEPOLISIAN ......................................................... 35 

A. Prosedur Perolehan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian ....... 35 

B. Tata Cara Pemeriksaan Penyalahgunaan Senjata Api Oleh 

Anggota Kepolisian ................................................. ....... ............ 36 

C. Pejabat Yang Berhak Memeriksa................................................ 39 

D. Sanksi Yang di Kenakan Kepada Anggota Kepolisian Dalam 

Penyalahgunaan Senjata Api ...................................................... 41 

E. Uodang - Undaog No. 2 Tahun 2002 Dalam Menyikapi 

Penyalagunaan Senjata Api ........................................................ 44 

F. Kasus dao Tanggapan Kasus ..................................................... 47 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 58 

A. Kcsimpulan ............................................................................... 58 

B. Saran............................................................................................ 59 

DAFT AR PUST AKA 

LAMPI RAN 

v UNIVERSITAS MEDAN AREA



BABI 

PENDAHULUAN 

lndonesia sebagai suatu negara hukum, tidak. terlepas dari sistim penidilan 

yang dilengkapi dengan catur penegak hukumnya, keberadaan pihak kepolisian 

mcmpunyai peranan yang sangat penting dalam komponen peradilan tersebut. 

Hal ini disebabkan karena pibak kepolisian merupakan bagian yang tidak. 

terpisahkan dari sistim peradilan itu sendiri, disebabkan karena ini merupakan satu 

sistim yang terintegrasi, sebagai suatu sistim peradilan memerlukan keterikatan dan 

keterkaitan dengan komponen lain. 

Hal ini didasarkan karena pihak kepolisian negara Republik Indonesia, 

sebagaimao.a dimaksutkan dalam lmdang - undang nomor 2 tahun 2002, tentang 

kepolisian negara Republik lndonesia, dan lebih dijelaskan pada pasa1 4 bertujuan 

untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan 

dan ketertiban masyarakat, menjamin tertib dan tegak:nya hukum sena terbinanya 

ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat 

dalam rangka terpeliharan keamanan dan menjunjung tinggi bak asasi manusia. 

Kepolisian sebagai bagian integral pemerintahan suatu negara, mempunyai 

fungsi dalam penegakan hukum dalam suatu wilayah negara kesatuan Republik 

lndoneia yang begitu luas, tidak. sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan 

proses penegakan hukum pidana saja. 
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Dalam menjalankan fwigsi dan peranannya dalam peoegakan bukum, pibak 

kepolisian dibekali dengan persenjataan yang lengkap yang secara umum dikenal 

dengan senjata api, tetapi tidak semua pihak kepolisian diberi kewenangan untuk 

memiliki seojata api tersebut, kepemilikao senjata api d i  liogkungao kepolisian 

ditentukan berdasarlcao kepaogkatan dao keablian tertentu dalam menjalankan tugas. 

Dalam kepemilikao senjata api oleh pibak kepolisian. juga terikat tentang 

kedisiplinan, dan salah satunya adalah kedisiplinan dalam penggunaan senjata api. 

dan bal ini lebib dijelaskan dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disipilin 

POLRI serta PP No. I tahun 2003 tentang peraturan pelaksana. 

Penyalahgunaan senjata api di lingkungan kepolisian berasal dari pribadi 

polisi maupun dari luar pribadi polisi itu sendiri, oleh karena itu peoyalah gunaan 

senjata api di liogkungan kepolisian merupakan suatu pelanggaran disiplin, 

sebagaimana dijelaskan dalam undang - undang No.2 tahun 2002 dan diperjelas 

dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 dan atas pelanggaran ini tidak terlepas 

dari sanksi - sanksi yang barus di terapkan, guna menjamio tetap terlaksananya 

disiplin dalam lingkungan kepolisian itu sendiri. 

Terlepas dari pembahasan diatas, bahwa penyalahgunaan api oleh aoggota 

kepolisian bukan hanya di bahas dan tercantum dalam PP No.3 tahun 2002, tetapi 

tentang pelanyalahgunaan seojata api ioi sebagai suatu pelanggaran disiplin lebih 

lanjut dan lebih difokuskan penjelasannya di dalam peraturan pemerintah PP No. I 

tahun 2003 teotang pelaksanaan tehnis intirosionl peradilan umum anggota polri 

dalam penyalahgunaan senjata api oleb anggota kepolisian. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DAFT AR PUST AKA 

I. Abdul Muis, S. H, Pao"""' Ptnulisan Skripsi don Mdodt Poitlillan Hukum, 

diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990. 

2. Anton Tabah, Mtmbangun POLRI Yang Kuat, �/ajar dari macam - macam 

asia), Mitra Hardhakuswna.. Jakarta 2002 

3. Barda Nawawi Arief, 81!.bt!.rapa As/tk Ktbl}aksana11n Ptntgakan dan 

Ptngtmbangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1998 

4. Cbairuddin Ismail, Polisi, Dnnokrasi, JIS A narki, Citra, Jakarta, 2002 

5. Daryaoto S. S, Kamus ungkap BalrOS4 lndonaia, Apollo, Surabaya.. 1997, 

6. Farouk Muhammad, Ptngubahan Ptrilaku dan Ktbudayaan Da/am Rangka 

Pmiltgkatan Kualitas Pdayanan POLRI, Jurnal Polis/ lndanaia, tahun 2, 

AprU 2000-&pttmbtr 2002. 

7. J. C. T. Simorangkir, S. H, Ors. Rudi T Erwin, S. H, J. T, Prasetio, S. H, Kamus 

Hukum, Si.oar Grafika. Jakarta, 2000 

8. Kepolisian Negara Republik Indonesia., Markas Besar, Buku Pdunjuk 

Pengawasan don Pengtndalian Senjata Api Non- Organic TNl/POLRJ Surat 

Kq>utusan Xtpala Kepallsian R1 no. Pol : Sktpll19811X/2002 Tanggal II 

stpttmbtr 2000 

60 UNIVERSITAS MEDAN AREA



61 

9. Mardjono Reksodiputro, Polisi dan MaSyarakat Dalam Era Rejormasi, Polisi 

Sebagai Penegak Hukum Jumal Po/isi lndonnia Talrun I, Sqnem�r - aprii 

2000 

IO. Peraturan pemerintah No. 2 tahun 2003 ten tang Disiplin Polri, penerbit citra 

wnbara Bandung 2003 

11. Peraturan pemerintah No. 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan institusional 

peradilan um um anggota polri, penerbit citra wnbara Bandung 2003 

12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL: 7 ta/run 2()()6 

Tentang Kode Etlk Profesi Kqx1/islan Negara Republik Jndonnia 

13. S. Tanusubroto, Peranan Perodilan, Alumni, Bandung, 1987 

14. Undang - Undang no, 2 tahun 2002, Ten!Jlng Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Penerbit Citra Umbara., Bandung 

IS. WWW.GEOGLE.COM 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




